PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT [ Jam

Menimbang

Mengingat

. 1.Undang - undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang ,P’e eta 7

NOMOR 3 TAHUN 1998

- TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

> a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mer upakan
jenis Pajak Daerah Tingkat I.

b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud pada

hurut a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 (
Negara RI Tahun 1957 Nomor 112) tentang Peml
Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi d

sebagai Undang - undang. (Lembaran Negara RI Tahun, 1957 .

Nomor 75).

. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan 8i Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974
Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).

b

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (I.cmbaran Ncgara RI Tahun 19801 Nomor 76) Jo

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3684). -

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajaf
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685).
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6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentanO=>' 1
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Nogara KI Tahy ;
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara R1I Nomor 3686) :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Paje
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 5; ‘
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3691).

. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara RI

Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI ™

Nomor 3693).

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 ‘,
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Bentuk Peraturan e

Daerah Perubahan.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahup 19
‘ tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tent
Daerah dan Retribusi Daerah.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 “Tﬁ
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Dvge

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dacrah
Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR I\ENDARAAN BERMOTOR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat [ Jambi, y

b. Pemér{nté,h ........ 3




U

h.

. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan 'Déw'rah

. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat [ Jambl’*‘f* ]

. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah

. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau

. SPBU adalah Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum.

- Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD,

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Tingkat I Jambi.

lebih beserta gandengannya, yang digunakan dijalan umum dan =
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan -~
lainnva, vang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energi ftertentu, menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor
bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBKB
adalah bahan bakar yang digunakan untuk menooeral\katri:s
Kendaraan Bermotor.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha mehpuu per
terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Bad
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, ko I3
yayasan. atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainn a

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor varg selanjutnya
disingkat PBB-KB adalah Pajak atas Bahan Bakar vyang
disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. -

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak vang terutang
menurut Peraturan Perundang-undangan Daerah.

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk vmeflakukan
pembayaran dan penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau -
ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

. Surat ......... 4



l. Surat Tagihan Pajak Dacrah yang selanjutnya dlsmgkat STPD
ada]ahsuratlmnkmdakmkmhgihmPajakdanatau sank31

administrasi berupa bunga dan atsu denda.

.Surat Kefetapan Pajek Decrsh yame sclanjumya disingkat -« -«
SKPDadahhauﬂkqnhmmMmh&samvaPajak i

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yvang selanjuinya
disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan = ‘"
besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, = -
jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan,

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak‘ B
lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seh'f Stya
terutang.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya .
SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan juml
yang terutang sama besarnya dengan kredit Pajak ats
tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk.
membetulkan ' kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau *
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini yang terdapat
dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau
STPD.

. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
SKPDN atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.



mengumpulkan dan mengolah data dan atan ketersnes wya

dalam rangka pengawasan kepatuhan kewqh Wm
daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

u. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Dnuﬁ adahh
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti im
membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. >

J'\-fg,

v. Keputusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama PPB-KB dipungut Pajak atas Bahafr
Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dlanggap
untuk Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

(1)Objek PBB-KB adalah Bahan bakar yang dlsedlakan atau ;;
dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor.

(2) Bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
bensin, /\solar dan gas.

trnmastbe pre nlaan deds (D/’UWA(‘
Pasal 4
(1) Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar.

(2) Wajib PBB-KB adalah penyedia Bahan bakar
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BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal §

(1) Dasar pengenaan PBB-KB adalah harga jual bahan bakar
kendaraan bermotor.

(2) Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 6

£ b
@UW“L (is) Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
Posed. Va
(% Besamnya PBB-KB terhutang dihitung dengan mengahkan
tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud peda Pasal 5.

.,

cledau
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8 .

Pajak yang terutang dipungut di mmmhmamgmm;

s

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 9 !
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 ( satu )
bulsn takwime :

Pasal 10

Saat pa&ak terutang adalah pada ssat penerbitan surat perintah pe-
ngeluaran barang (delivery order) bshan bzkar kendsyaan bermotor
dari penyedise
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BAB VI
TATA CARA PEVBAYARAN
Pasal 11

(1) Pembayaran pajsk yang terutang dilakukan di bank ,
(2) P@daa?am %Jak Wﬁm dimaksud pada ayat (1)

(3) Tata cara penyetorsn dan tanggal jatuh tempo pcubayaran A
!ﬁa;;faleh Kepala Daerah sesusl dengan Keputusan Menteri I}alm..;
ge 3

Pasal 12

(1) Perbayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunase

(2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STFD, Surat Keputusan Pembe-
tulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang m
‘babkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambens

(3) Kepala Daerah atgs permohonan Wajib Pajak setelsh memenuhi per
gyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kep
jib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran. {aa,jak
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Tata cara pembayerans penyetoran, tempat pembayarans angs
den perundssn pembayayan pajek diatur dengan Keputusan

Daershs
BAB WII
SURAT M@I‘rmm PAJAK DAERAH
Pasal 13
(l) Setiap Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.

(2) spreD s&‘aagaimana dimsksud pada ayet (1) harus éiiss. &msaﬁ
engkap serta di tanda tangani oleh Wajib .‘?ajak«am

kuamég
Pasal 14
(1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wm ne~
muat 3

de Nama dan Alamat Wajib Pa,*}::k;
be ‘ﬁm mkxm bahan ar §
Ce Jeniss harga jual dan jumlel bahan bakar yang disemhlcan aleh

Hajib Pajak kepada SPBU di wilayah Daerah § _
de Jumlah pajak terutange 3
(2) Berntuks isi serta tata cara pe jeian dsn penysmpaian SPTF!
bagaimana dimaksud pada ayat (1 ditetapkan olch Kepala = Daersh
sesuai Keputusan Menteri Dalam Negerie
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BAB  VIIT
KETECAPAN PAJAK

Pasal 15

Setiap waiib Bajak wajib membayar pajak yang terutang be
tentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daersh
tungkan pada adanya surst ketetapan pajake -

Pasal 16

(1) Dalam jangka waktu 5 (1lima) tehun sesudah sast terutsmgnya Pajak
Kepala Dgerah dapat menerbitkan ¢

@e SKPDKB dalam hal 3 :

1) apabila berdasarken hasil pemeriksaan ateu keterangan lain,
pajak yang terutang $idak atau kurang dibayar §

2) apabila SPIPD tidak disempaikan kepada Kepala Daersh dalam L
jangka waktu tertentu dan setelah ditesur secara tertulis 3 -

3) apabila kewnjiban mengisi SPTFD tidak dipenuhi, pajak ter
ubang dihitung secara jabatarie Pt ‘

be SKPDKST apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula
belme teruhghgp yang menyebabkan penambshan jumlah paéak:_, _yang

k.

terutangs :

de SKPDN apabila junlsh pajsk yang teruteng menyeba
an junlsh pajek yang disetors

(2) Junlah kekurangsn pajak yang terutang dalam SKPDKB
meksud pada ayat (1) huruf a sngk;;.l? dan angka 2) &i
e adninistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) .
hitung dari pajek ¥ kurang atau terlambet dibayar v
wektu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung seJ
terutangnya pajoke .
(3) Jumlah kekurangan pajek yang terutang dalam SKFDKBT sebagaime &
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenskan senksi administrasi .
pa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlsh kekurangsn
(4) Kenaikan sebagal
bila wajib Pajak
Jmlah pajek yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
%) ayat ii?gmuyf ag \tka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa ke
naikan sebesar 256 (dua puluh lma persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangke waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya i

msna dimaksud pada gk (3) tidak dikenakan apa - |
melaporksn sendiri sebelum dilakukan tindakan pe .

Pajaks
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Pasal 17

(1) Kepala Daersh dapat menerbitkan STPD apabila ¢
2. pajak dalam hal talun berjalan tidak atsu

be dari hasil penelitfan SPTPD terdapat kelurangan pesbayar
sebagal akibat saluh tulis dan atsu salah hitung §

¢s Wajib Psjak dikenakan sanksi administrasi berupn hmga ’
atau denda.

2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaiﬁml
(2 dimaksud pada ayat {1) huruf a dan huruf d ditambah dengan +°
sanksi adninistrasi berupa bungs 2% (dua persen) mﬁaghuhn
untuk paling lama 15 (1ima belas) bulan sejsk saat terutang .
nya pajake

3) Pajak yang terutang menurut SKPDKB dan SKFDKBT yang tidak atau
() kurang dibayar setelah Jatuh tenpo permbaysran dikenskan sanksi

adminfstrasi berupa bunga sebessy 2% (dua persen) sehulm; dan

ditagih melalui STPD.

(4) Pentuk, is! dan tata cara perysimaian STPD ditetapkan élﬁ? K@-
pale Daerahe

BAB IX
TATA CARA PEVAGTHAN PAJAK

Pasal 18
(1) Pajak yang terutang berdasarken SKPDKB, SKPDKBTy m Sa
Keputusan Perbetulsn, Surat Keputusan Keberatan dan:]

Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib i’aﬁak pad
waktunyas dapat ditaghh dengan Surat Paksde

(2; Penaﬁhm pa.}ak dengan Suret Pakss dilakuken h&ré&ss;
D ang-undangan yang berlakue s :

Tan v A

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SKPD

~ b. SKPDKB
¢. SKPDKBT
d. SKPDLB
e. SKPDN

(2) Keberatan ......... 12
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(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasanr

yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas"kéfétapaﬁf P

Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat xmmbuktlkan i

ketidak benaran ketetapan Pajak tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kmajiban membayar"

Pajak dan pelaksanaan penaglhan Pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua géfas) 2 .
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus membeu <

keputusan atas keberatan yang diajukan.

N

(2) Keputusan Kepala Daerah atas Keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah o

besarnya Pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan Keputusan
maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan
mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dan
pelaksanaan penagihan Pajak.
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Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan bandmg dtkabulkan
sebagian atau  seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak' i
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan untuk pahng lama 24 (dua puluh empat) blIlan g

BAB X/f
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal%%’

(1) Atas kelebihan pembayaran PBB-KB. Wajib Pajak dapat

mengajukan  permohonan pengembalian kepada Kepala
Dacrah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus |

memberikan keputusan.

(3) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 5
telah dilampaui dan Kepala Daerah atau pejabat tidak
mengambil suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus .~
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. - S

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, keleblhaﬁ% el
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
Pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau pejabat
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

(7) Tata cara ....... .. 14
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(7) Tata cara pengembalian kelebihan “ ‘pe

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ol
Daerah.

Pasal 25 ,
¢1) Permchonan pengembalian kelebihan pembayaran pajs

secara tertulls kepada Kepala Daeral s@kuraﬁ@-mm’@?ﬁ
ngan menyebirtkan

ae nama dan alamat Wajib Pajak 3

be mass pajak § |
¢+ besarnya kelebihan pembayaran pajek §
de alazan yang Selase

shonan embalian kelebihan pembayaran pajak disampal
(2) gfmam Flzigsmg atau melalui pos tercatat.

3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah dan atau bukiti pengi -
() rimen pos tercatat merupskan bukti saat permchonan diterima
oleh Kepala Daerahe

Pasal 26
(1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan nenaz'bitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Psjake

(2) Apabila,kelebihan psnbayarsn pejak diperhitungkan der
utang pajak lainnys; sebagainana dimsksud ﬁg;.aﬂ ?g,
(4)y pembayarannya dilakuken dengsn cara pemindah
bukti pemindahbukusn jugs berlaku sebagnai bukti pen

KADALUWARSA PenACikAA

29
Pasal 25—

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila ;

=

a. Diterbitkan ......... 15
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a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ‘

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 30

(1) Wajib Pajek yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelengga -
rakan pembukuane. . i
ria Wajib Pajak sebagaimana dimsksud pada ayat

e i:i:ee;a pimknw ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan ber- ‘

pedonan pada Keputusan Menteri Dalam Negeris
Pasal 31

Kepala Daersh berwenang melakukan merikm untz:k max;g;éi‘ |
B kepatuhan pemerthan kewajiban perpajakan daerah dalam mgka
melaksenaken peraturan perundang-undangan perpajakan Daerahs

2k . ib $ , ;
(2) Wajib Pajek yang diperiksa wmi i
'+ Memperlihatkan dan tou meminjamkan buku atau mmm
- men yang menjadi da;mya dan dokumen lain yang berimbung-
___an dengan obyek palak yang terutarg § ~

be memberikan kesempstan untuk memasuki tempat atau rua
yang dlangsap perlu dan memberi bantuan guna kelanc
pemeriksaan 3 3

5‘. memberikan keterangsn yang diperlukan.

2) Tata o eriksaan pajek ditetapkan lebih lanjut oleh Ke
) pil: gﬁﬁiﬁ@m berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam

A A

Negerie .. -~ \~; uan venaga shli sebagaimana dimaksud pads ,,
ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajek yang ada .~

(5) Permintagn hakin sebegaimena dimsksud pada ayat (&) hams me-
nyebutkan nana terdskwa atsu nama tergugat, keterangan-keterang
an yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atsu perdata
yang bersangkutan dengan keterangen yang dimints tersebut.

(£) WajIb rajak yang Gengan sengaja uaax menyampaikail Or 111
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan
Daerah dapat dipidana dengan pidana paling lama 2
(dua) tahun atau denda paling banyak/4 (empat) kali jumlah
Pajak terutang. Pl

b i dodews, Fogel 33

®) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Sada ayat (1) dan (2)
tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa
Pajak.
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' 1 ban me

{ . vang karena kealpasrmys tidak memenuhi kewaji
d) i;;g;zthiiniebmmma dimaksud dalam Pasal 32 ayat (Z% g |
ayat (2)y dipidana dengan pidsna kurungsn peling lama v nat)s.
bulan atsu dends paling banyak Rpe2.000.,000,00 (dua Jjuta rupiah, 7

(2) Pajabnt yang dengan sengaja ﬁiﬁiﬂk memernthi kawggib@ ?i;m
ormng yang meryebabkan tidak dipemuhinya kmg }aﬁé?;ia 7 pe &
gainiana dinakeud dalan Pasal 32 ayet (1) dan 12 3 & danam 2 de-
ngan pidana kurungsn paling lama 1 .sit-h £ahun Ung
banyak Rps5+0006000,00 (lima juta rupish). L

' ida dimaksud pada aya
{ tutan terhadap tindak pidana sebagaimana e
i fﬁmdant%?) hanya dilakuken atas pengadusn orang yang kerahasia-
snnya Ailangears
| ; ' da ayat (1) dan (2) dapet
(%) Besarmya denda sebagaimana dimeksud pa |
) ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang;

o ———— s=prasa vvanvuaail UGLEAIL LIAAK pidana di
bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah tersebut. g

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi afé,ﬁ i ,
badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.

d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah.

¢. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah.

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang sebagaimana dimaksud pada hurufe.

h. Memotret .......... 17
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h. Memotret orang yang berkaitan dengantmdak
bidang perpajakan Daerah. ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangéii’lﬁyav ; dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 3§ amn iy

j- Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan ftindakan lain yang perlu untuk kelancaran

’ penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah =~
f menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1) -
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B.d
BAB XV

KETENTUAN I;ENUTUP
Pasal Zf

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah 2
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkaﬁ. |

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatar})/_\dalam
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi. 7

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 23 Pebruari 1998

Menteri Dalam Negori
Dlsalikag 0

F Jan Otonomi Daerak - i

an Daerah,
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Kepututsan

Nomor :9Y/-25 <995
Tanggal : 28_ 9 _/92¢

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi .
Nomor P GCQ 1@hwy, 7298 Fer’ <
Tanggal PO~ 1T - 490

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

bt
SECR




PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAMBI
NOMOR: 3 TAHUN 1998
TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

“ENJELASAN UMUM.

|

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi Daerah yang
nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan
3an pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli Daerah,
<hususnya yang berasal dari Pajak Daerah, pengaturannya perlu lebih
atingkatkan lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan
sembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha
zeningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan
sumber-sumber pendapatan asli Daerah yang hasilnya semakin
meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-
sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja
remungutannya serta  penyederhanaan, penyempurnaan  dan:
zenambahan jenis pajak, melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 -
®Entang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah
Womor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
-angkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan
mmensu pemungutan pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan Jems

pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut hal-
& yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar
Mendaraan Bermotor sehingga Wajib Pajak dengan mudah dapat
memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Il. Penjelasan ......... 2



£

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal is/d2 . Cukup jelas
Fasal 3 (1) . Cukup jelas
Pasal 3 (2) :Yang dimaksud pengertian bensin

termasuk premium, premix dan sejenisnya.’
Pasal 4 (1) . Cukup jelas

Pasal 4 (2) . Yang dimaksud penyedia bahan bhakar kendarean =
bermotor disamping SPBU termasuk juga
penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor
dilingkungan perusahaan. ;

Pasal 8 (1) . Cukup jelas

Pasal 8 (2) : Yang dimaksud dengan penyedia dalam ayat (2}'
pasal ini adalah pertamina atau swasta lamnya |

~asal 9 s/d 22 . Cukup jelas
Pasal 23 (1) | . Untuk pengembalian pajak dimaksud ayat ( 1}'prasan fir

ini dananya disediakan dalam APBD pada setrap
tahun anggaran. e

Pasal 23 (2) s/d (7) : Cukup jelas
Fasal 24 . Yang dimaksud dengan Daerah Tingkat !l adalah
' Kotamadya dan Kabupaten yang berada di wilayah

Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jambi.

Pasal 25 s/d 30 . Cukup jelas



